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ABSTRAK

Tujuan dari pada penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis
bagaimana transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan
alokasi dana di Desa Mahato Kecamatan Tambusal Utara Kabupaten Rokan Hulu.
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ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze how the
transparency and accountability of the village government in managing the
allocation of funds in Mahato Village, Tambusai Utara District, Rokan Hulu
Regency. The object . i i ernment of Mahato Village.

in.thi ' n.and interviews. The

descriptive. The
arency and

not been
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintahan-merupakan salah satu bidang.ilmu akuntansi yang
saat ini- berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini
dikarenakan adanya tuntutunan transparansi dan akuntabilitas politik atas dana-
dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan
atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah.
Akuntansi pemerintahan memiliki tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban,
manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah
merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau
kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu
periode. Akuntansi pemerintahan juga harus smenyediakan informasi yang
diperlukan dalam  proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengwasan, dan evaluasi kinerja pemerintah.

Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya
pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.
Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat namun juga
ada ditingkat daerah sampai pada wilayah pedesaan yang mana semuanya tersebut
itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang
dilaksanakan. Namun masih ada pihak-pihak yang bersangkutan dalam
pembuatan laporan belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar,

khususnya untuk daerah pedesaan.



Undang-Undang Republik Indonesia Pasal No 6 Tahun 2014 tentang Desa
pada Pasal 1 menyatakan bahwa Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal-usul, dan.tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permendagri No 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan
desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputiperencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. besarnya bagi
hasil kepada pajak daerah sebagaimana dimaksud untuk desa sendiri paling sedikit
10% dari diterimanya retribusi. Sedangkan untuk besarnya bagian pada dana
perimbangan keuangan pemerintah dipusat dan daerah - yang diterima kabupaten
untuk desa ada sebesar 5% sampai dengan 10% dari penerimaan dana
perimbangan pertahun Setiap desa yang berada di Indonesia akan diberikan
Alokasi Dana Desa (ADD) yang jumlahnya sudah ditentukan setiap tahunnya
dengan tujuan untuk pembangunan pada desa.tersebut.(Nur, 2021)

Permendagri No 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa transparansi merupakan
kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar, dapat diakses dengan mudah oleh
masyrakat serta ada papan pengumuman informasi di setiap dusun, adanya
laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi



yang mudah diakses oleh masyarkat, serta laporan realisasi pelaksanaan ADD
disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Sulistiani (2015) menyatakan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas adalah
dua kata kunci_dalam penyelenggaraan Pemerintah” maupun penyelenggaraan
perusahaan yang baik (Good Governance) Transparansi ditandai oleh apakah
kebijakan, regulasi, program,anggaran dan /kegiatan pemerintah harus terbuka
pada publik: Menurut “Tahir (2014: 109) Transparansi.(transparency) secara
harfiah adalah jelas (obvious), dapat dilihat secara menyeluruh (able to be seen
through).

Selain transparansi, dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik
diperlukan adanya akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungja-
waban seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang
atau hak untuk ‘meminta~Kketerangan terkait +kinerja atau tindakan dalam
menjalakan misi .dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan. Berdasarkan
Permendagri No 20 Tahun 2018 terdapat beberapa indikator akuntabiliatas yaitu
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Manfaat Akuntabilitas bagi.pemerintahan desa adalah untuk meningkatkan
kepercayaan masyarakat, pertanggung jawaban desa kepada masyarakat. Seperti
halnya dalam penyampaian realisasi Alokasi Dana Desa diperlukan akuntabilitas
untuk mengetahui tingkat pertangung jawaban desa kepada masyarakat. Dimana
untuk menghindari terjadinya penyelewengan seperti korupsi.

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian terdahulu tentang

Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa seperti Hariatih dan Sukardi



(2020) melakukan penelitian pada Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bim
dengan hasil penelitian bahwa Desa Sondo telah melakukan transparansi dan juga
akuntabilitas yang sesuai dengan peraturan yang ada.

Malumperass (2021) melakukan penelitian pada. Desa Boeongkali,
Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi
Utara dengan hasil penelitian: (bahwas tingkat pengelolaan’ keuangan dan
pelaksanaan program di Desa Bowongkali sudah sangat transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan hanya ada beberapa kendala dalam proses pelaksanaan
yang kadang mengalami keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah
namun secara keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa sudah sangat baik
dan telah sesuai‘dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018.

Peneliti-peneliti terdahulu ini melakukan analisis tentang Akuntabilitas dan
Transparansi Alokasi Danar~Desa, pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti
terdahulu ini, peneliti ingin menguji tingkat Akuntabilitas dan Transparansi
dengan objek penelitian yang berbeda-beda untuk mengetahui apakah dan
bagaimanakah prinsip akuntabilitas dan transparansi.terhadap pengelolaan ADD
yang ada pada objek penelitian tersebut berjalan sesuai standar ketentuan yang
berlaku yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Penelitian ini dilakukan di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara
Kabupaten Rokan Hulu Desa Mahato berdiri sejak tahun 1980, Desa Mahato
Kecamatan Tambusai Utara terletak pada dataran tinggi, yang mempunyai jarak
dengan ibukota Kabupaten Rokan Hulu sekitar 80 Km dan dari Ibukota

Kecamatan sekitar 15 Km. Desa Mahato ini terdiri dari 9 dusun, yaitu Dusun 1
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Kuala Mahato, Dusun 2 Rio Makmur, Dusun 3 Mompa, Dusun 4 Bandar Selamat,
Dusun 5 Sidodadi, Dusun 6 Riau Damai, Dusun 7 Pasir Putih, Dusun 8 Jadi

Makmur, dan Dusun 9 Suka Jaya.

sa Mahato Kecamatan

tentang kegiata ) alar : Desa. Selain
Transparan ﬂ’
Forl
mana peme pac
bulan juli ye g
kepada desa ‘ﬁ

mengetahui Desa 13 amatan Tambusa : en Rokan Hulu

sudah mengi SE : abilitas atau belum

Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Mahato
Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya,

maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut :
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1. Apakah Transparansi Alokasi Dana Desa Di Desa Mahato Kecamatan
Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu telah sesuai dengan Permendagri
20 tahun 2018 ?

a. Mahato Kecamatan

Permendagri

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi
pertanggungjawaban anggaran desa sehingga dapat meningkatkan
akuntabilitas pengelolaan ADD khususnya pada Desa Mahato di
Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

2) Bagi penelitian selanjutnya
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada calon

peneliti selanjutnya terkhusus yang akan melakukan penelitian mengenai

pengelolaan ADD.

penelitian dan
erisi Latar Belakang

Penelitian, serta

BAB Il

terkait  tentang

Desa, Pendapatan dan Belanja Desa, Pembiayaan Desa, Alokasi Dana
Desa (ADD), Penelitian Terdahulu dan Hipotesis Penelitian.

BAB Il METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian yaitu Desain
Penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, Teknik

pengumpulan data dan Teknik analisis data.
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BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini adalah Penjelasan pembahasan dari penelitian ini dan

mengemukakan hasil atau jawaban dari permasalahan yang diangkat
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BAB 11

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 TELAAH PUSTAKA

Akuntansi

AR AE NS

IImu ini

terutama te
memungkin
bisnisnya.

masa depan

+aANW5N
3

Akuntansi merupakan suatu kegiatan yang memberikan informasi
keuangan perusahaan karena sebuah kegiatan akuntansi tersebut dilakukan secara
rutin, didalam akuntansi ini akan dilakukan pengidentifikasian, pengukuran dan
pengkomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pihak-

pihak yang berkepentingang, seseorang akuntani harus mengukur Kinerja secara
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akurat, wajar dan tepat waktu agar para manajer dan perusahaan yang dapat
menarik modal investasi.

Pada akhirnya perusahaan akan menggunakan catatan-catatan akuntansi ini

x
LB
- «
8
éJ . b
=
QD
QD
=
[%2]
@D
o
QD
>
«

diciptakan

keuangan o

AnNatan

cakupannya

2.1.2 Pengertian A .Q.
Q

Menurut Sujarweni (20

\\“'

ansi desa adalah pencatatan proses
transaksi yang terjadi didesa. Dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan
pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi
berbentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan

dengan desa.



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

11

Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya

adalah:

Laporan keua e € R 1 4 yang wajib

dilaporkan

dan kepala Urusan atau kepala seksi

2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan desa
membutuhkan informasi keuangan desa untuk melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan Belanda Desa (APBDes)
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3) Pemerintah. Dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan

pemerintah Kabupaten/Kota mengingat bahwa anggaran desa berasal

baik dari APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil dan bantuan

Men

system aku
seragam, ba enghasilkan perfeksi
dan peningka engerjakan apa,

bagaimana u

hal-hal penting saja, ak aja_agar pelaksana akuntansi selalu
mawas diri. ldentitas nama da ensi pejabat dalam rantai kegiatan
akuntansi termasuk kedalam system akuntansi untuk basis pertanggungjawaban

berbagai tugas akuntansi dan penilaian kinerja yang bersangkutan. Semakin

kompeten makin kuat kendali internalnya.

Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat,

mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang
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akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh

pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan.

Menurut Hery (2014: 16) secara umum akuntansi dapat didefinisikan

epada suatu entitas misalnya
pemerintahan desa untuk melakukan Tindakan yang efektif dan efisien.
Fungsi Tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan,
pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pimpinan entitas (misalnya
kepala Desa) yang dapat dimanfaatkan baik oleh pihak internal maupun

eksternal.
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2) Aspek Aktivitas
Suatu proses yang akan dilakukan dalam mengidentifikasikan data untuk

menjadikan sebuah data yang sangat relevan, yang kemudian dianalisis

keuangan desa

prinsip akuntansi bukan merupakan parameter yang sangat wajib. Hal itu
dikarenakan prinsip dari akutansi ini pada hakikatnya mengawasi dan
memberikan rambu-rambu dengan ketentuan yang jelas dan sudah diakui
kebenarannya. Dengan mematuhi pada prinsip akuntansi dalam membuat laporan
keuangan, maka akan memudahkan pihak pembuat dan pihak eksternal untuk

membaca dan membandingkan dengan laporan keuangan pada pemerintah Desa
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(1AI-KASP, 2015: 6-7). Ada beberapa dari prinsip akuntansi yang digunakan
(IAI-KASP, 2015: 7-8)

a) Prinsip harga perolehan

a mengukur dan
ran pendapatan
angnya utang atau

erintahan Desa

transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi maka tidak ada pencatatan
transaksi. Prinsip ini memerlukan pengawasan dan pengendalian pihak
intern untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan untuk

memanipulasi bukti transaksi dan pencatatannya.
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d) Prinsip pengungkapan penuh

Dalam pembuatan laporan keuangan desa hendaknya mengungkapkan

sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatig dan

otonomi desa,

pemerintahan  des arti cbagai  penyele erintahan desa

Silahuddin (2015: 29) mendefinisikan pemerintah desa merupakan kepala
desa serta perangkatnya yang bisa mengelola sumber daya desa untuk kebutuhan
masyarakat dan membuat perencanaan desa yag baik dengan ketentuan skala
prioritas, meningkatkan kemmapuan mengimplementasikan peraturan UU Desa
secara baik dan turunannya serta mengelola keuangan desa dengan prinsip

partisipatif, transparan dan akuntabel. Sedangkan menurut Amnulloh (2015: 36)
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musyawarah desa merupakan forum tertinggi di desa yang berfungsi untuk

mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis.

Berdasarkan Permendes Nomor 16 tahun 2018 tentang Desa pada pasal (1)

Desa se
merupakan . Posisi desa seb ‘ ang menjadikan

desa memil

menjadikan desa sebagai subjek ang merupakan komunitas yang unik
sesuai sejarah itu sendiri. Dengan demikian ini di desa dikelola demokratis dan

keadilan sosial.
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2.1.6 Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam Bahasa inggris yang berarti
pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan
untuk diminta pertanggungjawaban, akuntabilitas berfungsi. sebagai komponen
penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai dengan tugas dan kewenangannya
masing-masing. Akuntabilitas «dapat juga-diartikan sebagai kewajiban-kewajiban
dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber
daya public dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal
yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas ini berkaitan sangat erat
dengan instrument untuk kegiatan kontroling terutama dalam pencapaian hasil
pada pelayanan public dan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat.

Minarti (2016) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah kondisi seseorang
yang dinilai oleh orang lain‘karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan
tugas untuk mencapal tujuan yang menjadi tanggungjawabnya. Sedangkan
menurut Mckinsey - dan Howard (2013) mengatakan bahwa akuntabilitas
merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang-memiliki dan menggunakan
kewenangan tertentu yang dapat.dikendalikan dan pada kenyataannya memang
terbatasi oleh ruang lingkup penggunaan kekuasaan oleh instrument pengendalian
eksternal, termasuk pada system nilai internal yang berlaku dalam institusi yang
bersangkutan.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengwasan Keuangan
dan Pemerintah Rl mengatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk

memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan
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Tindakan seorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak
atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas dapat berarti

pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan suatu

governanc

hasil

‘\\g\ A
]

- RAR AN

Z 8
e
QD
e,
)
)
S
=
3
e
)
o
QD

pelaksana
Aku

organisasi

al hingga akhir
dalam ran melalui  media
pertanggungj

Menu

digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (control) sebagai bagian
penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan
akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan
efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga

sebaliknya”
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Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada

masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja

terhadap

dari akuntabilitas yang harus dipenuhi-oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for
probity and legality), Dimensi akuntabilitas ini berkaitan dengan
kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang diterapkan sebelumnya.

2) Akuntabilitas proses (process accountability), Dimensi akuntabilitas ini

berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan
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tugas sudah cukup baik, termasuk dalam hal sistem informasi akuntansi,
sistem informasi manajemen, hingga prosedur administrasi. Hal tersebut

mengacu pada prinsip akuntabilitas yang banyak digunakan oleh

3)

4) dengan

daerah, atas

DPR/DPRD dan

5) \ansia ah Akuntabilitas finansial

uang publik (money public) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada
pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial
menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial
sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi

perhatian utama publik.
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Akuntabilitas Publik terdiri dari atas dua macam menurut Mahmudi

(2015:9) yaitu :

pertanggungjawaban pengelolaan dalam implementasi berbasis yang
dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban pada setiap akhir anggaran
dengan yang dikeluarkannya selama satu tahun anggaran. Pertanggungjawaban

tersebut dilaksanakan dalam rapat.

Menurut Lukito (2014: 2) akuntabilitas adalah kewajiban penyelenggara

kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal yang
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menyangkut Langkah seluruh keputusan dan proses yang dilakukan serta
pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerja. Menurut Wicaksono (2015)
menyatakan bahwa akuntabilitas adalah pengendalian terhadap organisasi public
pada level organisasional yang. dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam
memberikan penjelasan kepada berbagai pihak baik dari internal maupun
eksternal yang berkepentingan= melakukan penilaian dan evaluasi terhadap

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut.

Mahmudi (2016: 18) pengertian akuntabilitas publik adalah kewajiban
pemegang Amanah (agent) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan,
melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya kepada pihak pemberi Amanah yang memiliki hak dan
kewajiban untuk meminta pertanggungjwaban tersebut. Untuk menciptakan
proses akuntabilitas publikyang- baik, dipertukan saluran pertanggungjawaban
publik yang yang bersistem dan berkoordinasi dengan baik.

Menurut Hoesada (2019: 271) akuntabilitas mengandung unsur kejelasan
dalam organisasi kepemerintahan desa dan cara _mempertanggungjawabkannya.
Akuntabilitas diperlukan agar setiap. pemerintah desa melaksanakan tugasnya
secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap kepala desa dan aparat pemerintahan
desa harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan secara terukur yang sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan public tentang desa yang

berlaku, serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang kepala desa.
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2.1.7 Indikator Akuntabilitas
Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat

mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu

atu ukuran Kinerja

h\‘:“‘ .@ M rencana

1. Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam
penyelenggaraan ~ urusan  pemerintahan  atau  dalam
penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan;

2.  Mekanisme pertanggungjawaban;

3. Laporan tahunan;

4.  Laporan pertanggungjawaban;
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5. Sistem pemantauan Kinerja penyelenggara negara;
6.  Sistem pengawasan;

7. Mekanisme reward and punishment.

menyusun laporan sebaga dimaksut pada ayat (2) dengan cara

menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56
paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Pada Pasal 69
disebutkan juga bahwa Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan
konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan

Agustus tahun berjalan.
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b. Indikator Tahap Perencanaan

Pada Bagian Kesatu Tahap Perencanaan Pasal 31 menyebutkan bahwa

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa . merupakan perencanaan

tahun anggaran, Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir
tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70

merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir

tahun anggaran ini dijelaskan pada Pasal 71, dan Pada Pasal 72
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menyampaikan bahwa Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68

dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

d. Indikator Tahap Penatausahaan

gan sebagai

aksut ialah

&
i’w gKinkan masyarakat untuk
W

mengetahui akses informasi yang yang berhubungan dengan keuangan
daerah. Maka dari itu transparansi dapat memberikan arti bahwa anggota
masyarakat dapat memiliki hak dan akses yang sama guna untuk mengetahui
bagimana proses anggaran yang bersangkutan dengan aspirasi dan kepentingan

masyarakat yang utama tentang pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sangat

banyak.
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Menurut Mardiasmo (2014), transparansi berarti keterbukaan pemerintah
atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama

informasi keuangan dan fisikal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan

fungsi-fungsi
emerintah  saat
mempunyai ke ‘j ‘- ! g L ang penting dan
berdampak n menyediakan
berbagai inf ya. Dengan itu

transparansi i 3 5aNQa i enggelapan dana

Nomor 20 Tahun 2018 Transparansi merupakan kegiatan pencatatan kas masuk
maupun keluar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan
adanya transparansi maka publik akan memperoleh informasi yang aktual dan
faktual sehingga masyarakat dapat menggunakan informasi tersebut untuk

(Mahmudi, 2015: 18):
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1. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang

direncanakan (realisasi vs anggaran).

2. Menilai apakah ada atau tidaknya unsur korupsi, kolusi dan

a.

pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan. Laporan realisasi
dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa di
informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi
yang mudah diakses oleh masyarakat.

2. Pada Pasal 68 bagian keempat tentang pelaporan menyebutkan bahwa

Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
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ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat (Ayat 2). Kepala
Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara

menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

i_pelaksa dan anggaran kepada

SVt l@%
/
Pl

kita lihat bahwa
transparansi  merup g untuk menjembatani
kebutuhan masyarakat asyarakat terhadap jalannya

pemerintahan didaerah mereka sendirt.

b.  Karakteristik Transparansi

Transparansi harus dilakukan secara terbuka dalam setiap tindakannya serta
siap menerima kritikan dan saran yang diberikan serta dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal tersebut dapat diterapkan dengan

menggunakan karakteristik transparansi yaitu sebagai berikut :
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1. Informativenes (informatif) yaitu dalam memberikan informasi, berita,

prosedur, data, fakta, serta penjelasan mengenai mekanisme

kepadaberdasarkan fakta.

C.

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan dapat diakses mengenai
informasi dana, cara pelaksanaan serta bentuk bantuan atau program.
2. Adanya informasi yang dipublikasikan dan adanya media yang

mengakses informasi mengenai proses kegiatan serta detail keuangan.
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3. Adanya laporan berkala disertai dokumen atau bukti mengenai
pendayagunaan sumberdaya alam untuk perkembangan proyek yang
dapat diakses oleh umum atau publik.

4. Adanyadaporan tahunan mengenai.-keuangan dan-pelaksanaan kegiatan
yang dilakukan oleh desa disertai dengan dokumen atau bukii.

5. Adanya Website atau-media yang digunakan untuk mempublikasikan
kegiatan yang dilakukan dalam organisasi desa.

6. Adanya pedoman dalam melakukan penyebaran informasi.

Komunikasi publik ini menuntut usaha afirmatif untuk membuka dan
mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus
seimbang, juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan Lembaga maupun informasi-
informasi yang mempengaruhi data dalam jumlah yang besar, maka dibutuhkan
petugas yang professional;, _bukan untuk membuat dalih atas keputusan
pemerintahan tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting
kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan
daerah harus transparan sesuai dengan peraturan seperti berikut :

3. Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah
oleh masyarakat, Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang
sedang dijalankan.

4. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBD desa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan

media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat
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5. Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

2.1.9 Desa

Pengertian desa menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 yang tertuang
dalam pasal 1 (satu) mendefinisikan bahwa Desa adalah desa adat. Pada
pengertian lain adalah kesatuan masyarakat hukumi yang memiliki batas wilayah
yang mempunyal wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
atau hak tradisional yang diakui dan dihormati didalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah desa yang didefinisikan didalam. Permendagri No 20 Tahun
2018 Pasal 1 adalah Kepala Desa atau yang sering disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagaiunsur, penyélenggara Pemerintahan Desa yang
mempunyai tujuan untuk Pembangunan Desa dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulan
kemiskinan melalui pemenuhan  kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan
prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber
daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Salah satu cara pemerintah desa untuk membangun desa yakni dengan cara
Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat desa ini merupakan
upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara
meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,

kesadaran, serta dengan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
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program, Kkegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan

prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan

urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat didalam system

AL

ban desa yang

g dan barang yang

ek L0

dan kewajiban

pengelolaan keuangan desa akan diatur dalam peraturan Mentri. Selanjutnya pada
Pasal 94 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam
masa (1) tahun anggaran yang terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31

desember.
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Gambar 2.1

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

>
-

desa) untuk jangka waktu (1) ta g telah diatur permendagri Nomor 114
tahun 2014 pasal 4. Perencanaan pembangunan desa yang disusun berdasarkan
hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat
pada bulan juni tahun anggaran berjalan.

2) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang

harus diaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya
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bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melaui rekening
Kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ini di tandatangani oleh Kepala
Desa dan Bendahara desa. Secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

diatur dalam pern 3 m 3 pasal 22 sampai 34

\\.\;““ '0. )

bupati/walikota.

3) Penatausahaan
Penatausahaan keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya
dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan
terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran
bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronlogis atas

transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Yang diatur dalam Permendagri nomor
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113 tahun 2014 tentang Pengelolan Dana Desa bagian ke Il mengatur terkait

penatausahaan yang termuat dalam pasal 25 dan 26 yaitu:

1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara desa

a) Hasil usaha desa antara lain: hasil Bumdes, tanah kas desa.
b) Hasil asset antara lain: tambatan perahu, pasar desa, tempat.
c) Pemandian umum, jaringan irigasi.

d) Swadaya, pertisipasi dan gotong royong

e) Lain-lain pendapatan asli.
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2) Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

a) Dana desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka
mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi Belanja Desa
sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok:

1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri atas :

a. Belanja Pegawai
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Dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta

tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

b. Belanja barang

bangunan yang nilai

d. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
e. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
f. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
g. Belanja Tak Terduga.

Pembiayaan Desa
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b.
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Anggaran mempunyai karakteristik, yaitu :

a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain

keuangan.

dapat digunakan antara lain :
Pembelian alat tulis kantor
Pembayaran rekening listrik, telepon dan air kantor.

Biaya fotocopy, cetak dan penggandaan.

. Biaya pemeliharaan kantor.

Biaya perlengkapan kantor
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f. Biaya perawatan kantor.

g. Biaya konsumsi rapat-rapat.

h. Biaya perjalanan dinas apparat Pemerintah Desa dan BPD.

k. Kegiatan kepemudaan (Karang Taruna, olahraga, dsb).

I. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/lslam
m. Bantuan biaya pemilihan kepala desa dan kepala dusun.
n. Pembinaan RT dan RW

0. Dan kegiatan lain yang dianggap penting.

41

2 70% dapat
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Besaran ADD dihitung berdasarkan variable-variabel Independent

utama meliputi:

(a) kemiskinan;

perencanaan, pelaksanaan, penata a jgungjawaban serta

pembinaan
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BAB 111

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

penelitian yang UK meliputi pa '@l g alamiah,
(sebagai ad i ﬁ'-’ gai instrumen
kunci, tek : an data 3 jabungan), analisis
bersifat induk asil penelif < s an makna daripada

generalisasi. Pe eneli Kualitat ‘ ini dilakukan

untuk lebih dapat me gkap peristiw: ‘..- esuai dengan judul

terjadi atas suatu fenomena tersebt ngga peneliti dapat mengungkapkan
peristiwa dan fakta yang relevan terkait Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

43
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3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian akuntabilitas dan transparansi ini berada pada Desa Mahato

Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

APBDesa yang ¢ g oleh bukti yang lengkap dan sah

3. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat
setiap akhir tahun anggaran

Sumber: Permendagri No. 20 Tahun 2018
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Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban

atau menjawab dan menerangkan kinerja dan Tindakan seseorang badan hukum

No. Indikator
1. | Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan
pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kasa desa pada bank
yang di tunjuk Bupati/Walikota
2. | Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda
tangan kepala desa dan kaur keuangan
3. | Bendahara desa membuat laporan buku kas umum (BKU)

Sumber data : Permendagri No. 20 Tahun 2018
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Tabel 3.4
Indikator penatausahaan

Indikator

abungkan seluruh
berjalan

ggungjawaban

No Indikator

1 Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap tahun

2 Laporan pertanggung jawaban di sampaikan paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan
dengan perturan desa

3 Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan uang

terdiri dari laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan
keuangan , laporan realisasi kegiatan, daftar program sectoral,
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program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa

Sumber data : Permendagri No. 20 Tahun 2018

alam penelitian

a.
ertama, berupa
berdirinya desa,
teknis Alokasi

Tambusai Utara

kata atau gambar, sehingc enekankan pada angka. Data yang
terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan segingga mudah
dipahami oleh orang lain. Penelitian kualitatif melakukan analisis data
secara induktif, peneliti kualitatif menganalisis data berdasarkan data
yang diperoleh dari lapangan secara berulang-ulang, dianalisis sehingga

akan menghasilkan temuan yang dapat disusun dalam tema tertentu.
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3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut :

1. Dokumentasi

untuk lebih cepat memperoleh informasi yang dibutuhkan, lebih
meyakinkan peneliti bahwa responden menafsirkan pertanyaan dengan
benar, memberikan kemungkinan besar atas keluwesan dalam proses
pengajuan pertanyaan. Pada penelitian ini digunakan untuk cross ceck jika
pada saat analisis terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sama

antara tim pengelola ADD dengan masyarakat. Dalam melakukan
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wawancara didesa Mahato Tambusai Utara Kbupaten Rokan Hulu penulis
mewawancarai kepala desa, bendaha desa, serta staf desa mahato yg lain

dan juga masyarakat setempat. Adapun tahap yang penulis pakai dalam

Teknik a | di Kan an. adalah analisis
deskriptif A A a adalah pre enyusun secara
sistematis data.ye i-hasil, 0 : ? ira, catatan lapangan

dan studi kumentasi ara : kan data yang sintetis,
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HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Dbjek Penelitian

‘g‘

RNt

Penelitian
di Desa
akuntable
utara Provi
barat Dusu
alamnya sa

umumnya, be

s o
-
=
c
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Desa Mahato terdiri dari sembilan (9) Dusun denfan Jumlah KK sebanyak 6.531.

Berikut adalah Daftar Nama Dusun Desa Mahato :

Tabel 4.1

aftar dusun desa m

\’ili\;ilﬁ'\‘
-

732

\=

754

. Mengajukan Rancanga
2. Membina kehidupan masyarakat Desa
3. Membina perekonomian Desa
4. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
5. Menetapkan Perda yang sudah mendapatkan persetujuan bersama

BPD
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6. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipasif.

Gambar 4.1

ktur Organisasi Desa M

kasi Pelayanan

MAMIK ISMILIZA
1mnafs

Kajur Umum
dan Tata Usah:

perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga
diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui
penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah

dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka untuk jangka waktu enam

(6) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggara
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pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat,
kepala desa dan perangkat, operasional pemerintahaan desa, tunjangan

operasional BPD dan intensif RT/RW dapat ebnar-benar mendasarkan pada

4.2 Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Mahato
kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Tujuan akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah Desa
memberikan tugas untuk menambah nilai dan Kualitas kegiatan pengabdian
kepada masyarakat. Menilai Kinerja Pemerintah Desa dalam proses

pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan-peraturan saat ini. Akuntabilitas
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tahap pelaksanaan, perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta
perencanaan pengelolaan Anggaran Dana Desa pada Desa Mahato pada

penerapannya belum sesuai dengan pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun

kepala desa
menyerahk 2lak camat dan akan

diteruskan kepada i a arn am_ hal penyusunan

laporan emeri ‘ 3 ggab ﬁ seluruh laporan
pada mi

pencairan dana de da )8 5a_terhalang dalam

melakukal s keuanga 34 3 rencana

perencanaan pengelolaan dana desa merupakan perancangan penerimaan dan
pengeluaran pemerinatah desa pada anggaran berkenaan yang diselenggarakan
dalam APBDesa. Rancangan APBDesa yang sudah disusun sesuai dengan yang
disebut pada pasal 33 yaitu Sekdes mengoordinasikan penyusunan rancangan

peraturan kepala desa.
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Keterangan

disusun merupakan baha

dengan penyusunan Sekdes.

penyususnan  peraturan  tentang

APBDesa

Keterangan :
S : Sesuai

TS : Tidak Sesuai
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Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti yang telah disajikan

dalam tabel 4.2 dapat dilihat bahwa untuk akuntabilitas Perencaanaan pengelolaan

Hasil Wawancara/

melalui rekening
kas desa pada

No Indikator Informan D Keterangan
okumen
1 Pelaksanaan Wawancara | Pelaksanaan
pengelolaan pengelolaam
keuangan desa keuangan desa
merupakan dilaksanakan
penerimaan dan menggunakan buku
pengeluaran desa rekening kas desa
yang
dilaksanakan S
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Hasil Wawancara/

No Indikator Informan Keterangan
Dokumen
bank yang
ditunjuk Bupati
/walikota
Rekening Wawancara

pada tabel lihat untuk 3 abilite alokasi dana desa
(ADD) di

dalam hal pelaksanaan sesuai dengan P : 0 Nomor 2018

bahwa Penatausahaan dilakuka euangan Desa dengan melakukan
pencatatan setiap penerimaan dan juga pengeluaran dalam buku kas umum setiap
akhir bulan. Laporan kegiatan yang meliputi membayar. menerima penyimpanan

ini akan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa.
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Tabel 4.4

wawancara penatausahaan

Keterangan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah

disajikan pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa untuk akuntabilitas penatausahaan

Alokasi

Dana Desa (ADD) di desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara

Kabupaten Rokan Hulu telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No 20

Tahun 2018 dimana penatausahaan keuangan dilakukan oleh bendahara desa
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dengan mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan

pencatatan kas umum ditutup setiap akhir tahun

No

Keterangan

1.
S
diteruskan PMD (Pemerintah
Pusat).
2. | Laporan semester pertama berupa | Laporan terdiri dari laporan
laporan realisasi APBDesa dan | realisasipelaksanaan S
laporan realisasi kegiatan. APBDesa Desa Mahato
3. | Kegiatan desa menyusun laporan | Kepala  desa  menyusun TS
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dengan menggabungkan seluruh | laporan dengan
laporan paling lambat minggu kedua | menggabungkan semua
bulan juli laporan namun tidak tepat

kami terlambat melaporkannya kepada camat, yaaa karna pencairan dana
APBDes dari pemerintah pusat terlambat dicairkan yaitu pada bulan September,
sehingga rencana kerja yang Sudah kami rencanakan dari bulan-bulan awal
tidak terlaksana sesuai rencana dan untuk pelaporannya pun telat dilaporkan”

Pelaporan pelaksanaan APBDes desa Mahato terlambat dalam melaporkan,
hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan pencairan dana desa dari pusat.

Yang mana pencairan dananya baru dicairkan pada bulan September. Sehingga
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menyebabkan rencana kerja yang sudah direncanakan pada awal bulan terhalang

dan untuk pelaporan APBDes pun telat dalam melaporkannya.

gri No 20
Tahun imana_. K 8 enyampa laporan

alalui Camat 3

Keterangan

2. | Laporan  pertanggungjawaban | Laporan  pertanggungjawaban
disampikan pada 3 (tiga) bulan | telah disampaiakan pada 3 (tiga)
setelah akhir tahun anggara | bulan setelah  akhir tahun S
berkenaan  yang  ditetapkan | anggaran  berkenaan  yang

dengan peraturan desa ditetapkan dengan peraturan desa

3. | Laporan pertanggungjawaban | Laporan  pertanggungjawaban S
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berisikan laporan keuangan yang | berisikan laporan keuangan yang
terdiri dari laporan keuangan, | terdiri dari laporan
laporan realisasi APBDes dan | keuangan,laporan realisasi
catatan atas lap eua , | APBDes dan.c atas laporan

Berdasarka

“\\\\\ \) )

.‘*31
= <h
Lz

pada tabel 4.6
sesuai  dengan

menyampaikan
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4.2.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Mahato
Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Transparansi berarti mengelola pemerintahan Pemberitahuan penting berkala

dalam hal ini komunitas

kepada para pihak te ebih besar karena prinsip

keterbuka
luasnya k
tentang P
dan terapka
yang bebas.
yang berkepent an i - g rsedi ap untuk dipahami

dan dipanta

No Keterangan
1. | Kepala desa

informasi  mengenai oleh  masyarakat

kepada masyarakat melalui media | secara tertulis ataupun melalui

informasi media. Sehingga masyarakat TS

belum mudah  mengakses
informasi  mengenai  desa

Mahato.

2. | Pembukuan arus kas masuk dan | Pembukuan kas umum atas S
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arus kas keluar memuat semua
informasi yang berisikan

pengeluaran belanja atas beban

APBDesa yang di g.oleh bukti

pengeluaran dan pemasukan
belanja  APBDesa  sudah

didukung dengan bukti yang

kegiatan pengelolaan keuangan. Hal ini menyebabkan masyarakat desa Karya

Indah kurang mengetahui proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh

pemerintah desa. Salah satu wawancara kepada pemerintah desa yaitu Bapak S

sebagai kepala desa menyatakan

“Yaaaa dulu sih kami membuat papan informasi seperti baliho didesa ini tapi
baliho nya rusak tidak bisa bertaha lama, dan kami belum sempat memperbaiki
nya karna adanya kesibukan didesa ini, kalau untuk media informasi lainnya
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seperti papan kegiatan dan alamat pengaduan kami belum buat. karna kami
biasanya hanya membuat baliho didesa ini sebagai informasi untuk masyarakat”

Penulis juga melakukan wanwancara terhadap salah satu tokoh masyarakat

desa yaitu bapak J sela etua RT menyatakan bahy

pemerintah desa harusnya menyampaikan informasi dengan baik yaitu dengan
membuat papan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan juga membuat alamat

pengaduan untuk masyarakat desa.
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4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil. wawancara dan penelitiansyang sudah dijelaskan dan
diuraikan sebelumnya maka penulis bisa. melihat. bahwasannya penerapan
Akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara,
Kabupaten Rokan Hulu:belum sesuai dengan indikator akuntabilitas yang mana
desa Mahato hanya memenuhi indikator perencanaan, penatausahaan, dan juga
pertanggungjawaban. Namun, untuk indikator pelaporan alokasi dana desa
belum sesuai dengan Permendagri No .20 Tahun 2018 dimana kepala desa
menyerahkan laporan APBDesa kepada camat dan akan diteruskan kepada PMD
(Pemerintah Pusat). Namun.dalam hal penyusunan laporan realisasi pemerintah
desa tidak dapat menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan juli
yang disebabkan adanya keterlambatan-pencairan dana dari pusat kepada desa
sehingga desa terhalang melakukan pengelolaan keuangan desa yang berakibat
rencana penggunaan. dana desa terhalang dan tidak sesuai dengan rencana

pelaksanaan APBDesa.

4.3.2 Melakukan Peningkatan terhadap Akuntabilitas ADD

Akuntabilitas publik tercapai berkat adanya Akuntansi sektor publik dapat
memandu perencanaan dan Kontrol yang efektif dan efisien dari organisasi sektor
publik. kapan ini Terkait dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat desa,
melalui Melaksanakan rencana alokasi dana tingkat desa, dan kemudian prinsip
akuntabilitas Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Akuntabilitas alokasi

dana tingkat desa Dikombinasikan dengan akuntabilitas anggaran pendapatan dan
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belanja desa, Jadi bentuk akuntabilitasnya adalah akuntabilitas eksekutif

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pada penelitian_ini penulis memberikan pendapat bahwasannya didalam

“\;,’
>
<
=
QD
2 o
= o
3 D
s 8

peningkata
keuangan
mahato ma

dan pengel

2AVALENGN

pemerintah harus™ m : ap tentang apa Yyang

dikerjakannya.

Transparansi pengeloalaan keuangan desa (ADD) di desa Mahato belum
memenuhi Permendagri No 20 Tahun 2018 dimana untuk laporan APBDes
belum bisa diakses dengan baik oleh masyarakat seperti papan pengumuman
informasi kegiatan pengelolaan keuangan. Hal ini menyebabkan masyarakat desa

Mahato kurang mengetahui proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh
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pemerintah desa. Salah satu wawancara kepada pemerintah desa yaitu Bapak S
sebagai kepala desa menyatakan

“Yaaaa dulu sih kami membuat papan informasi seperti baliho didesa ini tapi
baliho nya rusak tidaksbisa bertaha lama, dan kamisbelum sempat memperbaiki
nya karna adanya kesibukan-didesa ini, kalau untuk media informasi lainnya
seperti papan kegiatan dan alamat pengaduan kami belum buat. karna kami
biasanya hanya membuat baliho didesa ini sebagai informasi untuk masyarakat”

Penulis juga melakukan wanwancara terhadap salah satu tokoh masyarakat
desa yaitu bapak SY selaku ketua RT menyatakan bahwa

“’Kalau dalam penyampain informasi mengenai keuangan didesa sebetulnyo
masih kurang, ambo pernah sih menengok ado baliho tapi ngak lamo dah
rusak, dan pemerintah desa ndak ado inisiatif untuk perbaiki lagi jadi kami
masih kuang informasi mengenai pengelolaan keuangan yang sudah
dijalankan”

Berdasarkan hasil wawancara. dari pemerintah desa dan masyarakat desa
dapat disimpulkan bahwa pengelolaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban
APBDes di Mahato masih kurang transparan. Hal ini disebabkan karena papan
baliho yang pernah dibuat rusak dan pemerintah desa tidak ada melakukan
perbaikan dan pembaharuan untuk pembuatan baliho yang baru. Sehingga
mengakibatkan penulis“dan masyarakat masih kurang dalam mengetahui dan
mengakses informasi tentang pengelolaan APBDes dengan baik. Selain hal itu
pemerintah desa juga tidak membuat media informasi lainnya seperti papan
kegiatan dan alamat pengaduan, hal ini membuat pemerintah desa belum sesuai
dengan indikator tranparansi yaitu Permendagri No 20 Tahun 2018. Dimana
pemerintah desa harusnya menyampaikan informasi dengan baik yaitu dengan

membuat papan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan juga membuat alamat

pengaduan untuk masyarakat desa.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

angan desa, desa

. Dalam hal penyusunan pelaporan realisasi pemerintah desa juga
tidak sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 dimana kepala
desa Mahato tidak menggabungkan seluruh laporan pada minggu
kedua bulan juli, yang disebabkan oleh adanya keterlambatan
pencairan dana dari pusat sehingga desa Mahato terhalang dan

tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan APBDes.
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5.2 Saran

Menurut kesimpulan dan juga hasil penelitian yang sudah diuraikan diatas,

maka penulis memiliki beberapa saran yang bisa berguna bagi pihak-pihak

yang terlib

RNy,

ghaw
5

N
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